BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan mengenai alasan
atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin
kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak
dalam pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.
Alasan atau faktor tersebut selanjutnya dijabarkan menggunakan teori K.J.
Holsti terkait Kerjasama Internasional. Faktor pendorong Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan
transnasional dengan PDRM Kontinjen Sarawak dibagi dalam dua faktor

di antaranya yaitu Internal :

1) Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat
penegak hukum melalui pelatihan, pendidikan, seminar,
networking, joint exercise serta kujungan muhibah dan

koordinasi/mesyuarat timbal balas kedua kepolisian.

2) Menghindari pengalihan beban dan tanggung jawab kepada

pihak lain sehingga membutuhkan kerjasama.
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Memenuhi kebutuhan pertukaran informasi dan penanganan secara konprehensif

mengenai metode penyelidikan, modus operasi yang dilakukan pelaku kejahatan,

penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan serta penggunaan teknologi

modern dalam mendeteksi tindak kejahatan transnasional.

Secara garis besar, maksud dari faktor internal adalah untuk

mencapai kepentingan instansi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,

sehingga menjalin kerjasama bilateral perlu dilakukan.

Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari :

1)

2)

3)

Menyadari bahwa kejahatan transnasional merupakan bentuk
ancaman keamanan bersama sehingga menjadi kepentingan
bersama dalam penanganaan dan pemberantasan kasus

tersebut.

Permasalahan kejahatan transnasional sudah mendestabilisasi
wilayah kedaulatan, = keamanan negara, meruksaknya
masyarakat sipil, sistem politik serta mengancam stabilitas
pembangunan ekonomi yang hakikatnya akibat dari
transformasi globalisasi yang pesat sehingga membuka jalur
lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses dengan

adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang.

Dibutuhkan kerjasama penanganan kejahatan transnasional

yang aplikatif di kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat
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dan Sarawak karena menjadi pintu utama masuk dan keluarnya

tindak kejahatan.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas tentunya masih perlu untuk diteliti
kembali yaitu :
1) Efektivitas kerjasama koordinasi dan penanggulangan
kejahatan transnasional antara Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak,
2) Mengukur derajat kepatuhan (compliance) kerjasama
koordinasi dan penanggulangan kejahatan transnasional antar

kedua belah pihak.



